
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

 
NOMOR  :  5  TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 
PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURWAKARTA, 

 
Menimbang : a. bahwa pemberdayaan tenaga kerja lokal di wilayah 

Kabupaten Purwakarta belum diselenggarakan secara 
optimal oleh berbagai perusahaan dan/atau unit-unit usaha 
yang beroperasi di lingkungan wilayah Kabupaten 
Purwakarta; 

 
b.  bahwa akibat kurang dimanfaatkannya tenaga kerja lokal 

oleh Perusahaan dan atau unit-unit Usaha yang ada dapat 
menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan 
ekonomi, kecemburuan sosial dan ditutupnya kesempatan 
kerja bagi tenaga kerja lokal; 
 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf  a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga 
Kerja Lokal; 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 



4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

 
2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2918);  
 

3.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Iapor 
Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 320); 

4.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3143); 
 

5.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan 
Konvensi ILO No. 138 Mengenai Batas Usia Minimum Untuk 
Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 320); 

 
6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan 

Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan  
Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk 
Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3941); 

 
7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 



 
8.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

 
9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
10.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
11.  Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Tata 

Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Tripartit (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Tata 
Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Tripartit (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

 
12.  Peraturan Pemerintah  Nomor 31 Tahun 2006 tentang 

Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 



13.   Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata 
Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan 
Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4701); 
 

14.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
15.   Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5309); 

 
16.   Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib 

Lapor Lowongan Pekerjaan; 
 

17.   Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Pengawasan Ketenagakerjaan; 

 
18.   Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 

KEP.261/MEN/XI/2004 Tentang Perusahaan Yang Wajib 
Melaksanakan Pelatihan Kerja; 

 
19.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 

PER.07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja; 
 

20.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 
PER.03/MEN/II/2009 Tentang Pedoman Penyajian Informasi 
Ketenagakerjaan; 

 



21.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 
PER.11/MEN/V/2009 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan 
Evaluasi Pengelolaan Data Dan Informasi Ketenagakerjaan; 

 
22.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.19/MEN/IX/2009  Tentang Sistem Informasi Tenaga 
Kerja; 

 
23.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.15/MEN/X/2010 Tentang Sistem Pelayanan Minimal 
Bidang Ketenagakerjaan; 

 
24.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 

PER.16/MEN/XI/2010 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja 
Makro; 

 
25.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 

PER.17/MEN/XI/2010 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja 
Mikro; 

 
26.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 

PER.02/MEN/I/2011 Tentang Pembinaan Dan Koordinasi 
Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan; 
 

27.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 
PER.15/MEN/X/2011 tentang Jaringan Informasi 
Pengawasan Ketenagakerjaan; 

 
28.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Pedanaan Sistem Pelatihan Kerja; 
 

29.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan 
Badan Swasta Asing; 

 
30.   Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 

2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 
 


